
BUPATI SANIBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN

DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi,

dan pengendaiian penggunaan kendaraan dinas, perlu

mengatur mengenai . tanda nomor kendaraan

perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan

Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

Mengingat Undang-undang Nomor 27 Tahun i959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-

Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);
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{
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Undang-Undang Notnor 5 Tahun ?014 tentang Aparatur

Sipil Negara (l.err'oar:an Negara Repui:lik Irid'.rnesia

Tahun 2014 Nomor" 6, Tamhahan Lembaran Negnra

Repuhlik Indonesia Nomor 5a9a);

Undang-undang Nomor 23 Tahur:- 2014 ten*re-ng

Pemerintahan Ilaerah (Lemtraran Negara Repubiil<

Inclone.sia Tahun 2O14 Nomoi'2+4- Tami:a"iran

Lemhar"an }\Jegara Republik lntlonesia Nornor 5587)

seLragaimana telah dua kali diubah, terakhir ijndang-

Unclang i\tromor 9 Tahun 20i5 tentang Perubahat-r Kedua

;\tas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2A1a' tental:Igl

Pernerlritahan Daerah (Lemtlaran Negara Republik

indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 'lamlrahan Lembaran

Negara Rr:putrl-ik incionesia Non'ror 5679);

tseraturan Pemerintah Non:ot 27 Tahltn 2{il4 tentatrg

Fengelolaan Bat-ang h,{ilik Negara 1 Daerah {Lemlral"an

Negara Republik Indanesia Tahuln 2014 l{omor U2,

Tarnbahan Lernbara-n liegara kiep urblil< Ind*nesia NcmE:r

5533);

Peraturan Femerintah Nomnr 84 Tahun 2014 tent.atr.g

Penjlralan Earang h{ilik Negara/Daerah Eerupa

Ken<iaraan Perorangan Dinas {Lembaran i{*gara

Repubtrik lndonesia Tahr-ln 2014 Nornor 305, 'I'amhaharr

Lemh:aran Negara lRepuhlik Incionesia l{omor 5610);

Peraturan S4ente.ri Ilalam lVegeri Nornor 19 Tahu:z 2il1{t

tentang Pedotnar:r Pengeioiaan Bararrg ldilik Daerah

(Berita Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2016 Nornor

)+ 1J;

Peraturan l{epala Kepa'la Kepolisian Negara Repr"rblik

Irrdonesia Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Registrasi dan

Ideirtifi kasi lienclaraan Berrnotor';

5.



fuIEMUTUSKAilI

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR

KBNDARAAN PEROR.{NGAN DINAS DAN KtrNDARAN

DINAS JAts,A.TAN

TAAD T
t1,l\_t> 1

I{ETEI'{TUAN US,{UA,T

Pasal 1

Dalam Ferat-uran Bupati ini yang dirnaksud dengan :

tr Daerah adalah Kabupaten Sanabas.

2. Pemerintah Daerale adalah tsupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyeienggara pemerintahan daera-h.

3. Bupati adalah Bupaii Samhas.

4. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pernerintah Pusat dan

PernerintaLr Daerah yang dipergunakan hanya untLrk kepentingan

dir:.as, terdiri atas kendaraan perorangan dirras, kendaraan dinas

operasional, dan kendaraan dinas khusus"

5. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan

digunakan oleh pejabat negara yaitu Bupati darl Wakil Bupati.

6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kenriaraan yang disecliakan dan

dipergunakan untuk pelaksanaan tl"rgas pemegang jabatan dan

kegiatari operasional perkaltoran"

'7 " instansi Vertikal adCah instansi Vertikal yang ada di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sarnbas, meliputi Kejaksaan Negeri,

Pengadilan Negeri Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama,

Kantor Pertanahan/.ATR, Kantor Badan Fusat Statistik.

Pasal 2

NtaksuEi clitetapkanrilra Ferert-uran L3upati iui yaitu dalarn t"angka

identifikasi, penertiban dan pengendalian perlggunaan kendaraan

dinas cli ljaerah"



Pasal 3

Tujuan ditetapkannJi-a Pei"aturan Bupati ini -vaftu untuk kepentingan

pengamaflarl asft, plotokqier rlan keiancaran pelaksanaaxl ti-lgas'

BAB II

TANDA NOMOR KENDAR,LA.N DII{AS

Pasal 4

(1.) Tand.a nomor kepdaraan dinas diberikan uptuk :

' a. Kendaraan Perorangan Dinas; dan

b. Kendaraan Dinas Jabatan.

(2.1 Tanda lr{omor Kqnclaraan Dinas spbagaimana dimaksud pacla pyat

' tu yaitu tanda kenclaraan dinas yang menunjukkan kode wildyah

(huruf KB), Nornor polisi (angka), kodelsei akhir rnilayah (hunuf

P) dan berbentuk piat aluminium berwarna dasar merah dengan

tulisap berwarnq. putih.

(3.) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dirnaksud pacla ayat

(2) adalah KB 1 P sampai dengan KB 100 P.

(4.) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagairnpna dimaksud ayat (2)

diberikan untuk :

a. Kendaraan perorangan dinas;

b. Idendaraan dinas jabataq yang dipergunAkan untuk

melaksanakan tugas pemegang jabatan :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

yang terdiri dari :

a) Ketua Dewan Perwakilan Rakriat Daerah; dan

b) Wakil Ketua Dernan Fenvakilan Rakyat Daerah;

2. Sekretg-ris Daerah;

3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Asisten Sekretaris Daerah;

5" Staf AhLi;

6. Kepala Badan;

7. Kepala Dinas;



8, inspektur;

I " Direktur Rumah Sakit;

10. Kepaia Kantor atau Kepaia Satuan;

1i. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan

L2. Camat diiingkungan Pemerintahan Daerah'

c. Pimpinan Instansi Vertikal'

(5.i Urutan pemberipn Tanda Nomor Kendarap.n Dinas setragaimana

tercantum dalain lampifan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6") Tanda Nomor Kendaraan Perolangan Dinas dappt diberikan

nomor Khusus yang pelaksanqannya di|<oordinasikan de4gan

pihak Kepolisian.

Pasel 5

Pelaksanaan pern'berran Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaiinaria

dimal.:,"u*l daia*: Ilasal 4 a,\,at 4 diiaksana-kar: oleh masing-nrasitlg

Ferangkar Daerah dan <iikoordinasikan oleh Ba$an Keuangan Daerah

Kabripaten Sarnbas dengan pihak I{epoiisian.

EAB III

PEMBI,.\YAAN

Pasal 5

Bia1,'a clalarn langka peiaksanaan Perat-uran Bupati ini riiatur sebagai

herikut :

a. untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah ciitlehankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Organisasi

Pererngkat lJaerah; dan

b. untuk tr{endaraan dinas miiik instansi vertikal clitle}:ankan pa.da

anggaran instansi ver"tikal )'ang bersangkutan.



BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa] 7

Instansi vertikal yang belum rnendapatkan Tanda Nomor Kendaraan

Dinas berdasarkan Peraluran Bupati ini'dapat mengajukan permohonan

kepada Bupati metralui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pernberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan

paling lama 6 (,enarn) bulan sejak diundangkannJra peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan BuRati ini mulai berlaku pada te.nggal diundangkap"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Elupati ini dengan penernpatannya dalana Berita Daerah

Kabupaten Sannhas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI SAMBAS.

TTD

ATBAH ROMiN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 1"9 Januari 20i8

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai Asiin-va,
KHF,ALA Bi\Gi N FIUKUM,

Pernbuna Tk- I (lYrrni
NiP. 19*8CI612 1*971t] 1 001



I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2018
TANGGAL 19 -]ANUARI 2018
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN

PERORANGAI\I DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DAF"TAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NfJ I]I,I.XARAT NO]\,If]It PL}I,]Si

1
,t '2 +J

1. flupati 1 KB1Itr
i) Wnkil Llupati 1 KI] 2 IL

-). Kel i:a lJrr,viln Ferr.r,str<ila n R akv a t L)aera tr r(r3 3 i,

4. l{r:paia Kejr:ksa an }iegeri Kil 4 Il
q Ketua PerrgarJilan F{egeri KB3Ti

6. Sc kreiiiris Daerii i: KI] 6 F'

7 Ketua l)e ngarliian Agarn;,t K]]7P
0. Rupati 2 KBSP

a. Wakil l3r-rpat12 i{IJ 9 F,

10. Caclangarr KB 10 Ti

il
f l. Wakil liet.ua DPIdI] KB 11P

12, Wakit {detua DPRi) KB 12P

13" \\,'akil Kr1 u;,1 DPIII) LLl 11t)

1A
,L *?. C*<1ang:u: I{t'l i4 P

15. Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan KB 15P

L6" Asist er: Perekoncmiair riaii Fembairgu nan JiI-i 1(] il

77. Asister: Adrnir-rist rasi {jrnum KB 17 P

i8. Sta-f Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Ftrukurn dan
Politik

KT] 18 IJ

19. Staf Ahii Bupnti tsidang Ekonomi,
Pernbangur:ai:

l{euangan dan KEI 19 1r

20. Staf Ahli Rup*rti Bidang Ker:asvarakatan dan Sunlber
Llteva fufa-nusiir

l\ lf ,: TJ

2L. CarJangan iiB ?1 P

'22. Sekreta ri s tlervan Pe r-vl'akiian Rakvat f)aerah KB Z:1 P

23. inspcktur Kabupatt-'n Sambas tdii 23 P

)"+. Kep*lia ]3a rln n Perenc anaa n Pe m Lrang unail l) aerah l;Ei 2,+ P

'25. Kcpaia Kantor Kesatuan l3angsa, FoLiLik riarr
Irertritrrl arakat

KEI 25 r)



)r, Itepalit I'iadan Kepegawaian clan Pengrl*bangan Sumtler
I-lava lv{anmsia Aplrratirr Daerah

K}J 26 I'

27" Keprala Eacliln Ke rrangrrri trlaernh Kts27P

i8" Kepala llin*is Farirt'isata, Kepetrrudnarl rian Olah ltaga KB ?It il

2q Kep:rla llinas tsenanarnan S{orlal clan Felaval-ran Terparlu
Saiu trrirrtE

LL] }L}}}

30. Kepala l)inns i'embelda"yaan Perempuan, Perlinduugan
Anak, Pengendalian Fendtlduk dari I{eluarga }3ery1q,r ana

Ii]J 30 P

.)1

.J I. Kepaia Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

KB31P

32" Hepala L)inas fierikanan" Feterr:akan r.lan Keseha*rn
Heu,an

K8.32 P

nn
-).), Kepala Dinas Koperasi, lJsaha Kecll, &4eneng*h"

Pcrineiustrian rian Perria.qangn n

r/f ) 1l nNrr .),1 r-

34" Kepaia tr)inas Ferp r,istakaan clan Kearsipair hlt .l A.)a P

35. Kepala lfinas Keperxluduknn dan Pencatatatr sipif KIJ ;]5 I,

36. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan'f. ansrnigrasi KB "l{r P

J/. Kepatra Satrian Polisi Pan:.ong trraja I{B 37 I'

..ii5. I{epala L)inas Pertauian daru Ketahanart Paugarl KL] :18 P

JLJ. Kepala Dinas Pekerjpan Umu.rp dan }rer;ataatt Ruaui4

40. licprrla llinas tserumahan Rakl'-at, Kau'asan
Irer:nukintan rlan Lin gkurrgan trIirtr up

Kti 40 r.,

/l 1al. lieir*.r1a L)in as Kesehatatr Kl-l 41 P

+1. Kepal;l l)ina s irenrli{ r' ka n dan KebuclayEr an kts;+2 l)
tlQTr). Kepala lJii-ias Perhubungair f-'L) /'i'1 1.)

t\l_, -I.J I

AATT. I(epala L)iiras Komunikas.i rlan Informatika IiI3 44 ir

45 i,i irektur RSU I) Sa:n*tra s KB 45 ['

+t). 'ilirekt--Lir i?SU D Petrgngkat l\ ra +t) t-

47. Camat- Selakau liB 47 P

;t8. Camill" Selarkau 'f irnur HB48P

49" Ca urrtt Pt'rr:rilgkir I KB4qP

50 Canrat Salat.iga KB Sil ir

51 Camat Seurparu.l< KB51P
<o Carnat'l'ebas KB521
='j., r,) . Camat 1k:karang ilB 5.1 il
54. Carnat Sanibas Kil 54.r,

55. Camat Subah KLJ 55 P

55. Camat Sa-jarl KR56P
--"7 f,lainat Sebai,l.i Kts 57 I}

-1li. Caurat Se.jangkung I{R 58 }.

5il Camat'l'eiiik Iieramat KB5aP



60. Camat Tangaran KI] 5(] P

6r. Canrat Paloh IiB 51 P

62. Carnat- Galing KE] 62 P

53. Carnat Sajingan lJesar KI3 53 P

64. Cirrnat .Iaurai K13 64 P

65. ilamat Jau,ai Selatan KR65P

66. Cadangan I(B 6b f-,

57. liepala Kantor Kemeulrian Agama T{FJ 67 P

Kepala l{antor Perta rrahau IATR

69. Kepala Barlan Pusat Statistik KB69P

vo. Kepala Bagian [imuur KBTOP

I L^ i{gpala Bagian Tata Pemerintair arr KT] 71 F

72. Kepala Bagian Hukunr KB 72 f,

I{epatra l3agiarr Kr:sejahteraan Rakvat KB73P
a4 i{epa ia Bagian Pembeid ayaar} lila sl,arakat iiB 74 P

/J. Keperia Bagian Pcrekonoinian dan Sl)A KE75P

76. Kepaia Ragian inftastruktul KR76P

77. Kepala Bagian Actrrniristrasi Pernhanguilatl KB77P

78. Kepala Ba gian Fengelolaan Pertratasan KB 78 IT

7q Kepr".la [3agian Organisasi dan f al-a Laksana KE} 7!] P

80, Kr:pala Bagiare F{r-rrnas cliln Protokol KtsEOP

R1 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa KB 81 i)

Cactrangan liH B2 P

11J, Caclangan r{B 83 I'

84. CarXangan KIJ 84 F,

85 Carl*ngan KR85P

86. Cadangan KB t{tu te

87. Lladieligan KI] 87 P

88. Ca.dangan KF] 88 P

8q. Cadangan ]tlJ dv l'

1,0. C*<langan KR t}CI P

91" Carlangrin L"rf t)-i p

q). rJarlangan KB92P
{}?ar\) Lladangan i(B 93 I'
{}4, Cadangan K]3 94 P

95. Cadangnn KL] 95 P



96" Cadangan Kll q6 P

E7. Caciangan I{}:l 97 ltr

r_)u 
" Carlangan KB98P

eg. Cadangan KB99P

100. Carlangan KB 1CICI P

BUPAT] SAMBAS.

'T"]-nL)U

ATBAH ROMiN SUHAiLI

Asiinl,-a,
IAt'l HUi{U&f,

NrP. 1q684612 199710 1 00i

Salinan
KtrPAIA


